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ABSTRAK  

  Kehalalan produk adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam. Hal 

semacam ini menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan 

mengkonsumsi sebuah produk. Dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang 

menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam, maka harus bertanggung 

jawab atsa kehalalan produknya. pencantuman keterangan halal atau tulisan halal 

pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksi 

menyatakan atu mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat Islam. Kebenaran 

suatu pernyataan halal label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, 

bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi 

pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya. Dalam hal ini 

banyak di antara pelaku usaha yang berada di Yogyakarta yang mencantumkan 

label halal tanpa terlebih dahulu memeriksakan kehalalan produknya pada 

lembaga yang diakreditasi (LPPOM-MUI). Tujuan dari penelitian ini adalah 

mencari faktor yang menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak melakukan 

sertifikasi halal ke LPPOM-MUI. 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sifat 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dalam mengumpulkan data, yang 

digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Adapun pendekatan yang 

untuk menganalisis permasalahan adalah Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini 

menggunakan analisa data kualitatif, dan dengan teknik analisis berfikir induktif. 

  Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan Pertama, Untuk proses 

pencantuman label halal produk makanan industri rumah tangga, sama dengan 

pencantuman label halal pada perusahaan-perusahaan lainya. Yaitu pencantuman 

label halal harus dengan izin BPOM, dengan syarat sebelum izin pencantuman 

label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke 

LPPOM-MUI. Kedua, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal 

adalah (1) Kesadaran Hukum, (2) Administrasi, dan (3) Ekonomi. Ketiga, untuk 

meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha makanan yang harus 

dilakukan adalah (a) Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya 

pembinaan ataupun penyuluhan-penyuluhan terkait peraturan pencantuman label 

halal dan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Agar pelaku usaha 

benar-benar mengerti dan mengetahui keguanaan atau manfaat dari peraturan 

hukum itu. (b) Upaya tindakan, tindakan penyadaran hukum pada pelaku usaha 

dapat dilakukan dengan cara memperberat sanksi yang diberikan terhadap pelaku 

usaha yang melakukan pelanggaran. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟       deng n titi  di b   h  ح

 hâ‟ Kh ka dan ha  خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  deng n titi  di  t s ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan titik di bawah)  ص

 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع
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 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis H{ikmah حكمة

 Ditulis „ill h علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 
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2. Bil  dii uti deng n   t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n  edu  itu terpis hh m    

ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟ m rbut h hidup  t u deng n h r   t f th h,   sr h d n d mm h 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

f ‟ l  

 ـِ

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żu ir  

 ـُ

 يذهب

dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Y żh bu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
F th h + y ‟ m ti 

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafsîl 

4 Dlammah + wawu mati Ditulis Û 
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 ditulis    l أصول

 

F. Vokal Rangkap 

1 
F th h +  y ‟ m ti 

حيليالز  

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zu ailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟ ntum أأنتم

 Ditulis  ‟idd t أعدت

 Ditulis L ‟in sy   rtum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bil  dii uti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun   n huruf “l”   

نالقرأ  Ditulis Al-Qur‟ân 

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

سالشم  Ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
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Ditulis menurut penulisnya 

   Ditulis Ż     l-fur ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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MOTTO 

 

Sebuah Tantangan Akan Selalu Menjadi Beban  

Jika Itu Hanya Dipikirkan 

Sebuah Cita-Cita Juga Adalah Beban 

Jika Itu Hanya Angan-Angan 
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Kedua Orang tuaku tercinta, mereka merupakan orang yang 
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mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan tak 
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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan makhluk yang 

paling sempurna dikaruniai akal dan pikiran, disempurnakan dapat berkomunikasi 

dan berbicara, yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di bumi 

ini. Manusia semenjak dahulu memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai 

makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang diperbolehkan maupun 

makanan yang dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan yang 

berbahaya. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat haruslah halal dan tidak 

berbahaya bagi kesehatan manusia. karena makanan merupakan kebutuhan pokok 

yang dibutuhkan manusia selain udara dan air.
1
 Dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan:  

تعبدون م إياّهلا طيبّا, واشكروا نعمت الله إن كنتحلفكلوا ممّا رزقكم الله 
 2

 

  Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa Allah telah memerintahkan kepada 

umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik, yang telah diberikan 

Allah kepadamu. Bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada kita semua. 

                                                           
  

1
 Anton Setiawan, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan 

Forward dan Backward Chaining, Jurnal Telkomnika, Vol. 7, No. 3, (2009), hlm. 187. 

 
2
 Q.S. An-Nahl (16): 114 
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  Bagi seorang muslim halal adalah sebuah keharusan, makanan halal akan 

menghasilkan perilaku dan tindakan halal. Prinsip halal ini menjadi dasar dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahkan, M. Ibnu Elmi As Pelu menyatakan  tidak 

membiarkan konsumen muslim mengonsumsi pangan apa saja lantaran 

survivalitas hidup, melainkan harus mengacu pada tujuan syariah. Artinya, segala 

hal yang akan dikonsumsi oleh kaum muslim harus sesuai dengan aturan yang 

sudah ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan sunnah Rasululloh.
3
 

  Konsumen muslim yang sebagai bagian terbesar dari penduduk di 

Indonesia, dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi senantiasa 

memperhatikan dua hal pokok yaitu kehalan produk menurut syariat Islam, dan 

keamanan produk sesuai dengan standar kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut 

sudah seyogyanya benar-benar diperhatikan oleh kalangan produsen.
4
 

  Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak 

dikenal. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. 

Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan 

binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal 

adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Di Indonesia 

penggunaan label halal pada makanan produk olahan sangat mudah ditemukan, 

suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahanya, dapat saja 

                                                           
3
 KN. Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi 

Di Indonesia, ed Farida Juliantina (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. iii. 

 
4
 Jabal Tarik dan  Ainur Rahib, Standardisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal serta 

pengawasanya, Jurnal Bestari, (1996). Hlm. 84. 
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ditempeli tulisan halal (dengan tulisan arab). Maka seolah-olah barang tersebut 

telah halal.
5
  

  Di Indonesia sendiri untuk mencegah pelaku usaha yang tidak 

bertanggung jawab, maka dikeluarkan kebijakan  MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan kegiatan atau proses yang 

dilakukan untuk menuju atau mencapai suatu standar tertentu. Dengan demikian 

sertifkasi halal dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan dan proses menuju atau 

mencapai standar halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi dijalankan oleh suatu 

lembaga atau badan tertentu.
6
 Dalam hal ini di Indonesia yang berwenang 

melakukan sertifikasi halal adalah LPPOM MUI. 

  Peraturan  yang mengatur mengenai pencantuman label halal yaitu dalam 

Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam 

Pasal 10 ayat (1) dijelaskan “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan 

makanan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan 

menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab 

atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau 

tulisan halal pada label”. Penjelasan dari ayat ini yaitu pencantuman keterangan 

halal atau tulisan halal pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak 

yang memproduksi menyatakan atu mengklaim bahwa produksinya halal bagi 

umat Islam. Kebenaran suatu pernyataan halal label pangan tidak hanya 

                                                           
5
 Ahmad Yani, Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas. 

Jurnal Gea, Vol. 7, No. 2 (2007). 

 
6
 Jabal Tarik dan Ainur Rahib, Standardisasi Sertifikasi..., hlm 86. 
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dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang 

digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses 

produksinya.
7
 Sertifikasi halal adalah bentuk usaha produsen/ pelaku usaha dalam 

menerapkan Undang-Undang pangan, untuk mewujudkan perlindungan dan 

jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim. 

  Dalam prakteknya, banyak produsen/pelaku usaha yang tidak menjalankan 

kewajibanya, seperti tidak melaksanakan sertifikasi halal sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa produsen/ 

pelaku usaha makanan industri rumah tangga yang berada di Yogyakarta. Salah 

satunya produsen makanan yang berada di Jl.Belirejo Yogyakarta, pelaku usaha 

tersebut mencantumkan label halal tanpa adanya sertifikasi halal terlebih dahulu. 

  Dalam penelitian ini, penyusun tertarik untuk memakai pendekatan 

sosiologi hukum Islam. Penelitian sosiologi hukum Islam adalah dimana suatu 

fenomena hukum itu dilihat tidak dari segi filosofis dan historisnya saja, namun 

dari sisi sosiologisnya juga.
8
 Fakta bahwa banyak pelaku usaha makanan di 

Yogyakarta yang tidak melakukan sertifikasi halal tetapi hanya mencantumkan 

label halal adalah salah satu alasan mengapa demikian. 

  Salah satu teori sosiologi yang cocok digunakan untuk mengkaji suatu 

gejala atau perubahan hukum dalam masyarakat adalah teori tindakan sosial 

Weber. Teori tersebut mengandaikan siapapun untuk melihat keterpengaruhan 

                                                           
7
 Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang  Label dan Iklan 

Pangan. 
8
 R saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum  Islam Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 

2016), hlm. 270. 
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yang ada pada suatu masyarakat serta motivasi yang timbul dari adanya tindakan 

sosial tersebut. Ada kalanya tindakan itu muncul dari motif keagamaan, ekonomi, 

atau lainya. Teori tindakan sosial Max Weber juga menyinggung terkait etika 

religius individu. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum 

Islam. 

  Beranjak dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam tentang “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi 

MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta (Studi 

Perspektif Sosiologi Hukum )”. Guna melihat bagaimana perilaku produsen 

yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal tersebut menurut 

pandangan sosiologi hukum Islam. 

 

B. Rumusan  Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu: 

1. Bagaimana proses pencantuman label halal produk makanan oleh MUI 

pada industri rumah tangga? 

2. Apa faktor yang melatarbelakangi pencantuman label halal tanpa 

sertifikasi MUI? 

3. Bagaimana meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha 

tersebut? 

 



6 
 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan diadakanya penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan mengenai proses pencantuman label halal produk 

makanan oleh MUI pada industri rumah tangga. 

2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pencantuman label halal 

tanpa sertifikasi MUI. 

3. Untuk mengetahui cara meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku 

usaha. 

D. Kegunaan  

  Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah 

tentang pencantuman label halal. 

2. Sebagai bahan rujukan untuk seluruh kalangan masyarakat, khususnya 

dikalangan para akademisi dan bisnis. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan sosiologi 

hukum  terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi MUI.     

 

E. Telaah Pustaka 

  Sebagai rujukan dan pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, maka 

penyusun melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya penelitian sebelumnya 

sebagai gambaran dan acuan agar tidak terjadi kesamaan penelitian. Mengenai 
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permasalahan-permasalahan tentang label halal sudah banyak diteliti, akan tetapi 

setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang 

terkait dengan penelitian penyusun ini antara lain: 

  Pertama, penelitian dari saudara Wibowo Suryo Prayogo tentang 

“Pemalsuan Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan”. Dalam 

skripsi ini membahas mengenai tindakan pemalsuan sertifikasi halal MUI itu 

dikategorikan sebagai  tindakan pidana. Ia menyimpulkan bahwa perbuatan 

pemalsuan sertifikasi halal itu dapat dikenai hukuman dari segi hukum pidana  

dan hukum positif. Hukuman dari segi hukum pidana  yaitu berupa pengasingan, 

dan dari segi hukum positif sama seperti tindakan pemalsuan dan hukumanya 

seperti yang telah diatur dalam KUHP. Dan juga perbuatan tersebut termasuk 

melanggar ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.
9
 

  Kedua, penelitian dari saudari Husnul Agustin tentang “Analisis Sistem 

Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis Normatif Dan Sosiologis 

Hukum  (Studi Kasus Dijalan Taman Siswa Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini 

membahas mengenai toko makanan bersertifikat halal merupakan toko makanan 

yang sudah melaksanakan sistem organisasi halal yang telah ditetapkan dalam 

panduan umum sistem jaminan halal LPPOM MUI, dengan melaksanakan sistem 

organisasi halal maka toko makanan tersebut sudah melaksanakan „urf  yang 

shohih dan melindungui konsumen dari pengolahan makanan yang tidak halal, 

sedangkan toko makanan yang tidak bersertifikat halal tidak melaksanakan apa 

                                                           
9
 Wibowo Suryo Prayogo, “ Pemalsuan Tentang Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam 

Produk Pangan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013. 



8 
 

yang telah ditetapkan dalam panduan umum sistem jaminan halal LPPOM MUI 

yaitu melaksanakan pembuatan sertifikat halal.
10

 

  Ketiga, penelitian dari suadara tentang “Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Produk Makanan Yang Tidak berlabel Halal Di DIY Tahun 2015”. 

Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap 

konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang tidak berlabel halal 

adalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk halal, diterbitkanya Undang-

Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, melakukan 

sosialisai, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi 

halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuknya auditor halal, 

terdapatnya label halal resmi dan pemberian sanksi pidana bagi melanggar 

ketentuan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
11

 

  Keempat, jurnal dari Ramlan dan Nahrowi tentang “Sertifikasi Halal 

Sebagai Penerapan Etika Bisnis  Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen 

Muslin”. Jurnal ini membahas tentang sertifikasi halal dan labelisasi halal 

merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh para produsen untuk 

melindungi hak-hak kaum muslim di Indonesia. Maka menjadi tugas pemerintah 

untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim agar produk barang atau 

jasa yang beredar di masyarakat benar-benar halal. Label halal sendiri 

                                                           
10

 Husnul Agustin, “Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan 

Yuridis Normatif Dan Sosiologis Hukum  (Studi Kasus Di Jalan Taman Siswa Yogyakarta)”, 

skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2016. 

 
11

 Umdah Aulia Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan 

Yang Tidak Berlabel Halal Di DIY Tahun 2015”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan 

konsumen, meraih pasar pangan halal global dan meningkatkan marketability 

produk di pasar.
12

 

  Kelima, jurnal dari Sofyan Hasan tentang “Kepastian Hukum Sertifikasi 

Dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam jurnal ini membahas mengenai 

apakah sertifikasi dan labelisasi halal sudah memberikan perlindungan dan 

jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di 

Indonesia. Sofyan menyimpulkan bahwa sertifikasi halal yang (selama ini) telah 

dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi 

Fatwa, adapun kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan POM sudah sangat 

tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan 

halal, karena sudah melalui proses yang panjang antara lain, adanya Sistem 

Jaminan Halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan Komisi fatwa.
13

 

  Berdasarkan hasil telaah pustaka dari beberapa penelitian yang terkait 

diatas, sudah banyak yang membahas mengenai sertifikasi halal dan labelisasi 

halal pada produk makanan. Namun terkait dengan “Pencantuman Label Halal 

Tanpa Sertifikasi Mui Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di 

Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum ” itu sendiri belum pernah ada 

peneliti yang sebelumnya meneliti tentang masalah tersebut. Penelitian ini lebih di 

khususkan pada faktor-faktor pelaku usaha makanan di Yogyakarta mengapa 

                                                           
12

 Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam 

Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”, Jurnal Ahkam, Vol. XIV, No. 1 (2014). 

 
13

 KN Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk 

Pangan”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2 (2014). 
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tidak melakukan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI, maka penelitian ini adalah 

penelitian murni peneliti. 

F. Kerangka Teoretik 

 Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan 

ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama 

manusia dengan sesamanya. Yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, 

sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari 

masyarakat tersebut. Sosiologi hukum juga merupakan suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan 

mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain 

yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum dapat juga dipandang sebagai suatu alat 

dari ilmu hukum dalam meneliti objeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum.
14

 

Beberapa pengertian mengenai sosiologi hukum, adalah:
15

 

a. Soerjono Soekanto 

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan 

timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainya. 

b. Satjipto Rahardjo 

Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum 

terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 

                                                           
14

 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 

hlm. 12. 
15

 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1. 
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c. R. Otje Salman 

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal 

balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainya secara empiris 

analitis. 

  Berdasarkan pengertian sosiologi hukum di atas, dapat diketahui dan 

dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di 

dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) 

pengungkapan, (4) prediksi. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik 

kajian sosilogi hukum sebagai berikut:
16

 

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-

praktik hukum. 

2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan, mengapa suatu praktik-

praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-

sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya dan 

sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan penyebab 

tingkah laku masyarakat baik dari “luar” maupun dari “dalam”. 

3. Sosilogi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan 

atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang 

sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. 

4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Melainkan 

mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk 

memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. 

                                                           
16

  Ibid., hlm. 8. 
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  Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut 

struktural dan sudut dinamikanya. Dalam segi struktural masyarakat dinamakan 

pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok 

yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta 

lapisan-lapisan sosial. Yang dimaksud dengan dinamika masyarakat adalah apa 

yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Dengan proses sosial 

diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.
17

 

  Sosiologi hukum Islam juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat 

analisis maupun perspektif dalam kajian hukum Islam. Sehubungan hukum  

memiliki keunikan yang berkaitan dengan wahyu Tuhan, kaidah yang perlu 

diperhatikan dalam analisis sosiologis adalah “kebebasan yang terkait dan 

keterkaitan yang bebas”.
18

 Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi/ 

sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum 

Islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya. 

  Secara sosiologis religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas 

ekonomi, sosial, politik, dan aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada 

Allah. segi konteks religiusitas dalam agama  menurut Glock & Stark ada lima 

macam dimensi religiusitas, yaitu :
19

 

                                                           
17

 Soerjono,  Pokok-Pokok..., hlm. 65. 

 
18

 Mochamad Sodik. Fikih Indonesia Dialektika Sosial,  Politik, Hukum, Dan Keadilan 

(Yogyakarta: Suka Press, 2014), hlm. 35. 

 
19

 Soerjono Soekanto,  Pengantar  Sosiologi Hukum (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 

1977), hlm. 16. 
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1. Dimensi keyakinan, dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana 

orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin tersebut. 

2. Dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, 

ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen 

pada agama yang dianut. 

3. Dimensi penghayatan, dimensi ini berisikan dan meperhatikan fakta 

bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. 

4. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa 

orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi. 

5. Dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat 

keyakinan keagamaan, parktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang 

dari hari ke hari.
20

 

  Terdapat beberapa unsur penting yang selalu hadir dalam fenomena 

beragam masyarakat, yaitu sistem kepercayaan dan dilaksanakanya ritual 

keagamaan, dan dibangunya institusi keagamaan. Suatu agama tidak pernah 

sekedar merupakan sistem kepercayaan, tapi selalu menghadirkan suatu bentuk 

lembaga yang pasti dengan nama komunitas agama itu akan selalu menjaga 

kelangsungan agamanya.
21

 

                                                           
20

 Ancok dan Suroso, Psikologi i Solusi  Atas Problem-Problem Psikologi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 72-79. 

 
21

 Mochamad ,  Fikih Indonesia Dialektika..., hlm. 21. 
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  Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan 

bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam 

hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh 

terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh 

sesama anggota masyarakat. 

  Bila membicarakan kepatuhan hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat 

untuk taat terhadap hukum. Kepatuhan hukum yang dimaksud berarti mengkaji 

kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku 

secara sosiologis dan berlaku secara filosofis oleh karena itu faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi hukum itu befungsi dalam masyarakat yaitu:
22

 

a. Kaidah hukum 

  Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal 

mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal itu diungkapkan sebagai 

berikut: 

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuanya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya atau terbentuk atas dasar 

yang telah ditetapkan. 

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif 

artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

                                                           
22

 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 192-203. 
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walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan). 

Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. 

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi. 

b. Penegak Hukum 

  Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah 

betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, sehingga 

dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibanya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman 

pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, 

peratutan pemerintah dalam aturan-aturan lainya yang sifatnya mengatur, 

sehingga masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh 

pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena 

berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. 

c. Masyarakat  

  Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses 

sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi 

tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh 

terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang dia 

sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik 

untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. 



16 
 

Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum 

masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketentuan hukum. 

Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinanya secara 

langsung bahwa hukum itu baik, atau karena memang mereka 

membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena 

dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinya (formal atau 

informal) atau karena perintah agama. 

Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada 

pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan 

sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum 

Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim 

dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam 

menetapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan 

masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan 

oleh berlakuanya ketentuan dalam hukum Islam.
23

 

 

G. Metode Penelitan  

  Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data 

ialah sebagai berikut ini: 

1. Jenis Penelitian 

Penyusun dalam pembahasan skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

                                                           
23

 Sudirman Tebba, Sosilogi Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. Ix. 
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pengumpulan data yang didapat dari pelaku usaha yang mencantumkan label 

halal produk makanan pada industri rumah tangga yang tidak tersertifikasi 

halal oleh lembaga yang berwenang (LPPOM MUI). 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, 

yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta di lapangan yaitu mengenai 

pencantuman label halal pada produk makanan industri rumah tangga yang 

tidak tersertifikasi halal, kemudian dari fakta-fakta dan data tersebut dianalisis 

dengan tinjauan sosiologi hukum Islam agar mendapat kesimpulan. 

3. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu 

pendekatan yang dilakukan guna mengetahui alasan-alasan mengapa pelaku 

usaha makanan pada industri rumah tangga khususnya di Yogyakarta tidak 

melakukan sertifikasi halal oleh MUI. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencari data yang dapat mendukung pembahasan judul 

penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa cara dalam 

menyajikanya, antara lain: 

a. Interview/wawancara 

  Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 



18 
 

pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara).
24

 Wawancara 

dilakukan kepada pelaku usaha makanan di Yogyakarta yang 

mencantumkan label halal tanpa sertifikasi MUI terlebih dahulu, yaitu 

wawancara dengan SO, HO, AT, RA, GY, HK, YW, DW dan AK. 

b. Observasi  

 Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. 

c. Dokumentasi  

  Dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang dapat memberi 

informasi kepada penyusun terkait dengan permasalahan yang 

diangkat. Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, agenda, 

majalah dan sejenisnya.
25

 Metode ini digunakan oleh penyusun 

sebagai pelengkap atas data-data yang tidak diperoleh dari metode 

sebelumnya. 

5. Analisis Data  

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian dan 

perangkuman data penelitian.
26

 Analisis data yang dilakukan adalah dengan 

                                                           
24

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet VII (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 194 

. 
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 234. 

 
26

 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta), hlm. 92. 
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menggunakan metode analisis wawancara yang bersifat kualitatif, yaitu 

penelitian yang objeknya bukan berupa angka. Selain itu juga memakai 

metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan 

yang ada di lapangan. Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana proses 

pencantuman label halal yang ada di Yogyakarta, untuk selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam sehingga mendapat 

kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

  Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah 

dan sistematis, maka perlu dipaparkan rancangan penelitian kedepan. Berikut ini 

merupakan sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini 

yakni sebagai berikut: 

  Bab Pertama, memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini menjadi terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan, 

setelah itu dilanjutkan tujuan, kegunaan, telaah pustaka untuk menjelaskan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka 

teoritik yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, kemudian metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan terakhir sistematika 

pembahasan. 
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  Bab kedua, dalam bab ini penyusun mencoba menjelaskan mengenai 

peraturan sertifikasi halal yang meliputi pengertian, dasar hukum serta prosedur 

sertifikasi halal. Teori-teori sosiologi hukum, yakni meliputi latar belakang dan 

pengertian sosiologi hukum, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. 

  Bab ketiga, pada bab ini akan menjelaskan secara umum tenatng objek 

penelitian, yaitu mengenai pencantuman label halal oleh pelaku usaha makanan 

industri rumah tangga di Yogyakarta. Yaitu meliputi profil perusahaan yang 

diteliti, serta pengetahuan pelaku usaha terhadap poin dalam sertifikasi halal, dan 

juga uraian pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal. 

  Bab keempat, bab ini merupakan analisis data dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penyusun, yakni pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal 

MUI ditinjau dari teori sosiologi hukum Islam. 

  Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Kesimpulan ini merupakan jawaban 

dari permasalahan sekaligus akhir dari pokok persoalan. Setelah itu penyusun 

melengkapinya dengan saran-saran dan daftar pustaka sebagai rujukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian dalam pembahasan skripsi ini diatas, pada 

hakikatnya peneliti berusaha mengupas mengenai pencantuman label halal 

yang dilakukan oleh para pelaku usaha makanan di Yogyakarta yang tidak 

melakukan sertifikasi halal. Dari hasil observasi dilapangan dan telaah 

mendalam terkait tema, pembahasan, observasi dan tinjauan penelitian ada 

beberapa hal yang menjadi pokok utama dalam pembahasan skripsi ini. 

Pertama, untuk proses pencantuman label halal produk makanan 

industri rumah tangga, sama dengan pencantuman label halal pada 

perusahaan-perusahaan lainya. Yaitu pencantuman label halal harus dengan 

izin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dengan syarat sebelum izin 

pencantuman label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih 

dahulu ke LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 

Makanan Majelis Ulama Indonesia), sertifikasi halal dilakukan dengan tujuan 

untuk memberikan kepastian serta jaminan mengenai produk halal terhadap 

konsumen muslim. 

Kedua, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal dapat 

diambil kesimpulan yaitu: 

1. Kesadaran Hukum 
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a. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari pelaku usaha 

makanan mengenai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 

1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 

b. Pelaku usaha belum memiliki waktu untuk melakukan sertifikasi 

halal 

2. Administrasi  

Para pelaku usaha makanan tidak mengetahui tata cara mendaftarkan 

sertifikasi halal 

3. Ekonomi  

a. Para pelaku usaha makanan terkendala oleh biaya 

b. Usaha yang dijalani para pelaku usaha adalah usaha kecil. 

Ketiga, upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 

hukum terhadap pelaku usaha makanan diantaranya adalah: 

a. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya 

pembinaan ataupun penyuluhan-penyuluhan terkait peraturan 

pencantuman label halal dan pentingnya sertifikasi halal kepada 

pelaku usaha. Agar pelaku usaha benar-benar mengerti dan 

mengetahui keguanaan atau manfaat dari peraturan hukum itu. 

b. Upaya tindakan, tindakan penyadaran hukum pada pelaku usaha 

dapat dilakukan dengan cara memperberat sanksi yang diberikan 

terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. 
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B. Saran-Saran 

1. Pemerintah sebagai pihak yang membentuk dan menyelenggarakan 

sertifikasi halal harus terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha 

tentang pentingnya sertifikasi halal. Sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebagian besar pelaku usaha yang belum 

melakukan sertifikasi halal mengaku belum mengetahui tentang ketentuan 

sertifikasi halal. 

2. Demikian juga dengan pelaku usaha jangan hanya menunggu, tetapi juga 

harus aktif untuk mencari tahu mengenai sertifikasi halal itu sendiri. 

Karena sertifikasi halal sebenarnya juga akan menjadi nilai tambah bagi 

produk mereka mengingat potensi pasar untuk produk halal di Indonesia 

sangat menjanjikan. 

3. Para pelaku usaha hendaknya berperan aktif untuk melakukan sertifikasi 

halal bagi produk mereka. Melihat apa yang tertulis dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yang ada menyebutkan kewajiban pelaku 

usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Selain memberikan kepastian 

bagi masyarakat tentang halal dan tidaknya produk yang mereka 

konsumsi. Selain itu juga dengan dilakukanya sertifikasi halal akan 

memberikan dampak yang baik bagi perkembangan bisnis para pelaku 

usaha karena dengan adanya sertifikasi halal akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat sebagai konsumen terhadap produk mereka. 
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LAMPIRAN I 
 

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS 

Hlm Footnote Terjemahan 

BAB I 

1 2 Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki 

yang diberikan Allah kepadamu, jika kamu 

hanya kepada-Nya saja menyembah. 

BAB II 

21 1 Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari 

apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya. 

24 7 Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan, karena sesungguhnya setan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu. 

25 8 Hai orang-orang yang beriman, makanlah di 

antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan 

kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 

benar-benar hanya kepada-Nya kamu 

menyembah. 

25 9 Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari 



apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya. 

25 10 Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki 

yang diberikan Allah kepadamu, jika kamu 

hanya kepada-Nya saja menyembah. 

25 11 Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun 

sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal 

yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak 

jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak 

mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati 

dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-

lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. 

Muslim). 

26 12 Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh 

Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah 

apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-

Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah 

yang dimaafkan". 
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Draft Pertanyaan 

A. Profil Perusahaan 

1. Nama dan Jenis Usaha 

2. Tahun berdirinya usaha 

3. Lokasi usaha 

 

B. Proses Pencantuman Label halal 

1. Sejak kapan anda mencantumkan label halal? 

2.  Apakah anda sudah mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI? 

3. Kenapa anda tidak mendaftar sertifikasi halal ke LPPOM-MUI? 

4. Bagaimana segmentasi pasar setelah adanya label halal? 

5. Apakah anda mengetahui tentang peraturan pencantuman label halal? 

6.  Apakah Dinas Kesehatan ataupun LPPOM-MUI pernah melakukan 

pemeriksaan? 

7. Apa yang menjadi tujuan anda dalam mencantumkan label halal 

tersebut? 

8. Apa alasan anda dengan mencantumkan label halal tersebut? 

9. Faktor apa yang melatar belakangi anda dalam mencantumkan label 

halal tersebut? 
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FORMAT DOKUMEN SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) 

COVER 

Tuliskan  

SISTEM JAMINAN HALAL 
DI PERUSAHAAN ................................................................................................... 

 

Alamat Perusahaan:  

......................................................................................................................................... 

............................................................................................ 

 

LOGO PERUSAHAAN 

 

                  

              Bulan ............Tahun ......... 

 

 

PROFIL PERUSAHAAN 

a. Nama Perusahaan    :  

b. Nama Produk   : 

c. Nama Pemilik   :    

d. Alamat Kantor   : 

Alamat Produksi  : 

Alamat Cabang/outlet : 

 

e. Didirikan Tahun   :  

f. Kapasitas Produksi   : 

g. Jumlah Karyawan   :  

h. Nama Karyawan dan Jabatannya : 

i. ...................................................  

 

1. KATA PENGANTAR/KEBIJAKAN HALAL 

 Menjelaskan bahwa Pemilik/Pengelola menetapkan kebijakan halal secara tertulis 

 Penjelasan tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten 

 Menyatakan bahwa kebijakan halal perusahaan disosialisasikan ke seluruh karyawan 
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2. SUSUNAN TIM HALAL 

No. Nama Jabatan Berasal dari Bagian Tugas 

1  Ketua   

2  Anggota   

3  Anggota   

 

3. PELATIHAN  

 Penjelasan tentang:  

 Pengadaan pelatihan Sistem Jaminan Halal bagi staf/karyawan tetap maupun staf/karyawan baru 

 Penjadwalan pelatihan Sistem Jaminan Halal baik secara internsl maupun eksternal 

 Dokumen-dokumen hasil pelatihan 

 Implementasi hasil pelatihan terhadap perusahaan 

 

 Pelatihan eksternal 

     Apakah sudah pernah mengikuti pelatihan?         Belum 

        Sudah 

Jika SUDAH, isi tabel berikut ini: 

No. Nama Pelatihan Penyelenggara Pelatihan Waktu dan tempat pelaksanaan 

1.    

2.    

3.    

 

 Pelatihan insternal 

Apakah sudah pernah menyelenggarakan pelatihan internal?       Belum 

                Sudah 

Jika SUDAH isi tabel berikut ini: 

No. Nama Pelatihan Materi Nama Pemateri Waktu dan tempat 

pelaksanaan 

1.     

2.     

3.     

 

Jika BELUM, rencana akan mengadakan pelatihan internal: 

No. Nama Pelatihan Materi Nama Pemateri Waktu dan tempat 

pelaksanaan 

1.     

2.     

3.     
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4. BAHAN – BAHAN 

 Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi ditulis lengkap: 

 Nama bahan baku 

 Asal bahan 

 Keterangan Halal 

No. Nama 

Bahan 

Asal Bahan 

(Merk dan Nama Produsen) 

Ket. Halal 

(No.Sertifikat Halal) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

dst     

 

5. PRODUK/MENU 

 Semua produk/menu yang diproduksi  harus ditulis lengkap: 

 Nama Produk 

 Keterangan atau deskripsi produk  

MATRIKS BAHAN DAN PRODUK 

No. Nama Bahan 
Nama Produk/Menu 

...... ...... ...... ........dst 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

dst      
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6. FASILITAS PRODUKSI 

 Penjelasan semua fasilitas produksi (peralatan proses produksi, tempat penyimpanan maupun 

alat kebersihan, dll) ditulis lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROSEDUR PROSES (SOP, Standar Operasional Prosedure, yang Kritis) 

 Penjelasan tentang prosedur tertulis terkait implementasi kegiatan atau tahapan produksi. 

 Penjelasan tentang sosialisasi prosedur halal serta evaluasi yang dilakukan (minimal setahun 

sekali) 

 Penjelasan tentang tindakan koreksi serta batas waktu yang ditentukan 
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8. PENANGANAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI KRITERIA 

 Penjelasan tentang produk-produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. KETERTELUSURAN 

 Penjelasan tentang bagaimana perusahaan menjamin ketelusuran produk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  AUDIT/PENGAWASAN HALAL INTERNAL 

 Penjelasan tentang implementasi audit/pengawasan halal internal 

Apakah sudah pernah menyelenggarakan audit/pengawasan halal internal?       Belum 

                 Sudah 

Jika SUDAH isi tabel berikut ini: 

No. Nama Auditor/ 

Pengawas Internal 

Waktu dan tempat 

pelaksanaan 

Temuan 

1.    

2.    

3.    

4.    

dst    
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Jika BELUM, rencana mengadakan audit/pengawasan: 

No. 
Nama Auditor/ 

Pengawas Internal 

Waktu dan tempat 

pelaksanaan 
Temuan 

1.    

2.    

3.    

 

11.  RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (menindaklanjuti hasil pengawasan) 

 Penjelasan tentang  tinjauan efektifitas SJH (paling tidak setahun sekali)   

 

Apakah sudah pernah menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen?   Belum 

            Sudah 

Jika SUDAH isi tabel berikut ini: 

No. 
Waktu dan tempat 

pelaksanaan 
Temuan dan Tindak lanjut 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

dst   

 

Jika BELUM, rencana mengadakan rapat tinjauan manajemen: 

No. 

 

Waktu dan tempat 

pelaksanaan 
Agenda Rapat Tinjauan Manajemen 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

dst   
 

 

 

 

Lampiran-lampiran: 

1. Fotokopi sertifikat halal bahan baku 

2. Fotokopi KTP pemilik usaha dan penanggung jawab halal 

3. Fotokopi dokumen-dokumen yang ada: izin HO, SIUP, PIRT, dll 

 

 

 

NB: Dokumen SJH Dijilid Rapi, warna cover bebas dan diserahkan ke Sekretariat LPPOM MUI DIY Prov.DIY 
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Hormat Saya, 
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